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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di PT Bank
Mandiri (Persero) Thk, Unit Mikro Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan
upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah
tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro adalah dengan
jalan musyawarah dan eksekusi. Pihak bank selalu mengutamakan jalan
musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui
jalan musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual di
bawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak
bank dan dari pihak debitur macet.

Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau
debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat
tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian Mandiri Collection Unit
akan melakukan eksekusi dan memblokir objek jaminan tersebut. Eksekusi
dan pemblokiran tersebut disertai dengan surat kuasa jual bawah tangan yang
sudah ditandangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank
sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.

Dengan adanya surat kuasa jual bawah tangan pihak Unit Mikro
Mandiri Bumiayu merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga
jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila

musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan
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objek jaminannya, dengan surat kuasa jual bawah tangan tersebut pihak bank

dapat langsung menjual objek jaminan tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Mikro Mandiri Bumiayu sebaiknya tidak menggunakan surat kuasa
jual bawah tangan di awal perjanjian kredit, dan lebih baik mengutamakan
jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-
Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.
Mengingat surat kuasa jual bawah tangan tidak mempunyai kekuatan
eksekutorial dan preference sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan dan
Sertipikat Jaminan Fidusia sehingga bank harus mengupayakan sendiri
pengembalian kredit oleh debitur jika cidera janiji.

2. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan surat kuasa jual
bawah tangan agar para pihak baik kreditur maupun debitur mendapat

suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum.
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